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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan 

hukum dalam posisi yang suprime dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

 Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana 

menegaskan bahwa ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik 

ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas 

hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.1 Pengertian hukum pada umumnya menurut 

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar yang 

dimaksudkan adalah: “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah 

dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

                                                             
 1 Yesmil Anwar & Adang, Sistem peradilan pidana, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm 

156. 
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berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi.2 

 Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat 

serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak akan ada 

sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, 

dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum 

ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar 

suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial 

yang diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik. 

 Dalam hal ini, korupsi sebagai tindakan yang memunculkan sebuah sanksi 

hukum berupa hukum pidana. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih 

menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena 

korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja 

merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas. 3  Hasil pengkajian Political and Economic Risk 

Consultancy Ltd (PERC) tahun 2006, misalnya, menempatkan negeri ini pada urutan 

ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam. Pada 

tahun yang sama, Transparency International sebuah koalisi global antikorupsi 

                                                             
 2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1996,  

hlm 38. 
3 Joko Hermawan Sulistyo and Jawade Hafidz, Application in Lieu of Money Penalty to 

Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of 

Corruption, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Vol.1 No.4, December 2018, url: 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4142/2892 
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mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi 

tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke 

dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk 

kembali ditunjukkan oleh lembaga Transparency International (TI) pada tahun 2007. 

Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum 

berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan corruption 

perceptions index (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah 

meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di 

dunia dinyatakan kembali oleh TI.4 

 Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada 

Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara  

“Korupsi” dengan “Kekuasaan” yakni “Power tends to corrupt, and absolut Power 

corrupts absolutely”, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang 

absolut cenderung korupsi absolut.5 Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat 

ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting dari lembaga 

peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim sebagai penegak hukum 

mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan 

dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukan kepadanya, tugas seperti itu dapat 

                                                             
4 Hamid Basyaib, Penyebaran Korupsi Luar Biasa, Jurnal Resonansi, Edisi Khusus, 2004, 

hlm. 67-72 
5  Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 1 
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dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional 

melaksanakan kekuasaan kehakiman.6 

 Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam 

arti luas, yaitu kekusasaan Negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan penegertian seperti ini, 

maka kekuasaan kehakiman. Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman 

dalam rangka mewujudkan peradilan yang berukualitas. Kemandirian para 

penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan 

kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja 

para penyelenggara peradilan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim 

seyogianya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah di atur di dalam Undang-

Undang. Tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakan hukum 

dalam seluruh proses penegakan hukum. 

 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus 

mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana 

korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainya. Hal ini 

mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan 

                                                             
6  Masyhadi Irfani, and Ira Alia Maerani, Criminal Code Policy in The Effort of Corruption 

Prevention inInstitutions Regional Disaster Management Agency, Jurnal Internasional Daulat Hukum, 

Vol.2 No.1, March 2019, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4209/2915 
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dibanding tindak pidana lainnya.7 Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya di sebut UU PTPK).8 

 Mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, 

dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman 

pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada 

koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah 

berkembang secara elitis, endemic dan sistemik.9 

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah 

untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi “Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang 

                                                             
7 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem 

Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 156. 
8 Juniver Girsang, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan 

Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, JG Publising, 2012, hlm 7-8 
9 Ermansjah Djaja, Op.Cit, hlm 25 
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lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang 

ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, 

yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, 

dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-

undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak 

dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara”. 

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan 

memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi 

yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak 

berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara Indonesia yang 

tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor 

tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim 

demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat 

korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.10 

 Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan 

untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program 

untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali 

Indonesia. Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, 

                                                             
10 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 4 
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melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor 

aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor 

ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi 

hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal ini peran Undang-Undang 

Tipikor menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan proses 

peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai sebuah faktor perundang-undangan 

dalam proses penegakan hukum. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Fungsionalisasi Undang-Undang Tipikor Dalam Putusan 

Hakim Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  

Pengadilan Negeri Semarang). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat  permasalahan 

meliputi tiga hal berikut: 

1. Bagaimana fungsionalisasi undang-undang tipikor dalam putusan hakim 

peradilan pidana? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi sebagai 

sebuah kelemahan pada undang-undang tipikor?  

 

C. Tujuan Penelitian  
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Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengkaji dan menganalisis fungsionalisasi undang-undang tipikor 

dalam putusan hakim peradilan pidana. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan peradilan 

tindak pidana korupsi sebagai sebuah kelemahan pada undang-undang tipikor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para 

pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

  Diharapkan Penelitian ini mampu dan berguna serta memberikan 

kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 

pidana baik secara umum maupun khusus. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai fungsi undang-undang tipikor sebagai pedoman hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana korupsi; 

b. Melalui penelitian ini, aparatur penegak hukum di Indonesia diharapkan 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara 

pidana khususnya tindak pidana korupsi dengan mengedepankan 

prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Undang-
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Undang serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan 

fakta yang ada; 

c. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian 

aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

E. Kerangka Konseptual 

a. Fungsionalisasi 

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. 

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi 

tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto, 

fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain 

untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing 

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau 

pelaksanaannya.11Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut 

Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek 

khusus dari suatu tugas tertentu.12 

                                                             
11 Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi 

Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008, hlm 22 
12 Ibid 
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Dalam hukum pidana, Fungsionalisasi hukum pidana akan identik 

dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama 

dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahap kebijakan 

formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat 

perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai penerapan hukum 

pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap 

pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.13 

b. Undang-Undang 

  Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif 

atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang 

disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk 

digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk 

menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk 

mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. 

  Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif 

(misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya 

dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen 

(diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-

undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang 

berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan 

                                                             
13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 30 
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formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-

undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal 

untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat 

bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum 

perundang-undangan. 

c. Tindak Pidana Korupsi 

  Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.14Tindak 

pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar 

KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan 

penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang 

merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. 15  Perbuatan yang 

merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang 

materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa 

memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan 

dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi 

pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat 

administratif dibidang pelaksanaan pemerintah. 

                                                             
14 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet 3. Jakarta, 

Storia Grafika, 2002, hlm 204. 
15 Miftah Anshori, Investigations of Corruption in Police Resort of Pati, Jurnal Internasional Daulat 

Hukum, Vol.1 No.2, June 2018, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3319/2450 
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  Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang 

merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan 

kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau 

istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau 

menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya 

yang berhubungan dengan hukum pidana.  

d. Hakim  

  Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam 

melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya 

menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, 

moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Hakim adalah pejabat 

yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. 

  Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang 

menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.16 Selain di dalam KUHAP, 

pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan 

bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

                                                             
16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada 

dalam lingkungan peradilan tersebut.17 

e. Peradilan Pidana 

  Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya 

aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, 

penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang 

pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain 

bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga 

diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal 

ini adalah usaha pencegahan kejahatan (Prevention Of Crime) baik jangka 

pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan 

kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial. 

  Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna 

mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan 

pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.18 Pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

                                                             
17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
18 Zainul Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung : Angkasa, 

1996, hlm 240 
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syarat tertentu. 19  Peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang 

menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu 

pembenaran dalam suatu perkara pidana.20 

 

F. Kerangka Teori   

1. Teori Relatif Pemidanaan 

 Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi 

terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah 

sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu : 

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de 

maatschappelijke orde); 

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari 

terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane 

maatschappelijke nadeel); 

c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 

d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger); 

e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).21 

                                                             
19 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan 

Perdagangan Orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm 7 
20 Zainul Bahri, Kamus Hukum, Bandung, Angkasa, 1995, hlm 43 

 21 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum 

Pidana, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm 12. 
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 Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa 

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 

yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu 

yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan 

(utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang 

membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan 

kejahatan).22 

 Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban 

di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada 

si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk 

mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), 

merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadilan landasan dari teori ini. Menurut 

Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan 

memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu 

pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan 

lebih berat dari pada kesenganan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-

tujuan dari pidana adalah: 

a. mencegah semua pelanggaran; 

b. mencegah pelanggaran yang paling jahat; 

                                                             
 22 Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm 16. 
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c. menekan kejahatan; 

d. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.23 

 Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: 

a. prevensi umum (generale preventive); 

b.  prevensi khusus (speciale preventie). 

 Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai 

berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya 

tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) 

tidak melanggar”.24Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana 

pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak 

pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu 

dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini 

pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna. 

 Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif 

atau teori utilitarian, yaitu: 

a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi); 

b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

                                                             
 23 Ibid, hlm 30-31. 

 24 E. Utrecht, Hukum Pidana I, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hlm 157. 
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c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 

pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana; 

d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan; 

e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi 

baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila 

tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat.25 

 Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) 

berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan 

Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. 

Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar 

belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, 

teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan 

pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang 

akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu 

dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua 

kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang 

manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang 

                                                             
 25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 17 
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kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat 

diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif 

emosional. 

 Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. 

Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem 

pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 

tentang Sistem Pemasyarakatan. Kendati demikian pemidanaan dengan tujuan 

membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan 

pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan 

pemidanaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, 

dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Gambaran ini 

mengidikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara 

utuh tentang perlunya pidana. 

 

2. Teori Keadilan 

 Hans Kelsen dalam Bukunya general theory of law and state berpandangan 

bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur 

perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan 

kebahagian didalamnya. 26  Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat 

positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum 

                                                             
 26 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 7. 
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yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan 

kebahagian diperuntukan tiap individu.  

 Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai 

yang bersifat subjektif walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa 

suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-

besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap 

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan 

dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut 

diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang 

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan 

oleh sebab itu bersifat subjektif. 

 Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak 

berasal dari alam yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia dari 

penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai 

doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu 

keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih 

tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia 

atau kehendak Tuhan. 27  Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang 

menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

                                                             
 27 Ibid, hlm 14. 
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pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif 

dan hukum alam. 

 Menurut Hans Kelsen, Dualisme antara hukum positif dan hukum alam 

menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang 

dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya 

tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi 

dua bidang yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap 

melalui indera yang disebut realitas, yang kedua dunia ide yang tidak tampak. 

 Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertama 

tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. 

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-

kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. 

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan 

yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain 

atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua 

kepentingan. 

 Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu 

yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian 

keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar 

diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada 
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suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.28 Konsep keadilan dan 

legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang 

memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum 

(law umbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan 

derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang 

dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut. 

 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum 

tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap 

putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya 

hukum banding, kasasi, dan sebagainya.29 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan 

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

                                                             
 28Ibid, hlm 16.  

 29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta 2010, hlm.103. 
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pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar 

pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?30 

 Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim 

yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak 

luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, 

kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-

aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat 

keputusan.31 

 Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, 

filosofis, dan yuridis, sebagai berikut: 

                                                             
 30 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 

 31 Ibid, hlm.120. 
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1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan. 

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki 

perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi 

pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah 

terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat 

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. 

3) Pertimbangan sosiologis 
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Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.32 

 Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin 

pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat 

Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim 

menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.33 

 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah 

pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan 

yang dipahami. 34  Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bersifat ilmiah. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode yuridis sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas 

                                                             
 32 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67 

 33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2003, hlm 383. 

 34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakart a : UI Press, 1986, hlm 14. 
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permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan 

yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan 

tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas 

keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah 

yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.35 

Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan 

makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari 

aksi dan interaksi mereka.36  

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode 

deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 37 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk 

menggambarkan,melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna 

                                                             
 35 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm 34  

 36  Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya,  2011, hlm 1. 

 37 Nawari Hadari, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, 

hlm 25. 
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untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan 

menyusunnya dalam bentuk tesis. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber 

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 
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a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Penelitian Lapangan 

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara 

langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu 

yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. 

Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri 

Semarang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan 

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. 

Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan 

keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan 

peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang dan sebagai narasumber 
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yaitu Andi Astara, Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibawah 

naungan Pengadilan Negeri Semarang. 

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka 

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, 

perUndang-Undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

5. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya 

dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk 

menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan 

dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang 

kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, 

yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh 

melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang 

diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data 

yang jelas mengenai pokok permasalahanya.  
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, 

Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, 

Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif 

Islam. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Fungsionalisasi 

undang-undang tipikor dalam putusan hakim peradilan pidana, dan hambatan dalam 

pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kelemahan pada undang-

undang tipikor. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah, dan saran sebagai rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.  

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 


